
NOMOR 59

BERITA DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

TAHUN2020

Mengingat

Menimbang

NOMOR56 TAHUN2020

TENTANG

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYAKEPADAPEGAWAINEGERI SIPIL,
PENERIMAPENSIUN,DANPENERIMAGAll TERUSANPEGAWAINEGERI SIPIL

YANGMENINGGALDUNIADI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu dibentuk Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, dan Penerima Gaji
Terusan Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prahurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai
Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6349).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGPEMBERIANTUNJANGAN
HARI RAYAKEPADAPEGAWAINEGERI SIPIL, PENERIMA
PENSIUNDANPENERIMAGAJITERUSANPEGAWAINEGERI
SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHDAERAHKABUPATENMAJALENGKA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

3. Penerima Pensiun adalah Pensiunan PNS dengan Terhitung Mulai Tanggal
Pensiun Bulan April dan Bulan MeiTahun 2020.

4. Penerima Gaji Terusan PNS yang meninggal adalah gaji yang dibayarkan
kepada ahli waris PNSyang meninggal dunia selama empat bulan berturut-
turut.

5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada

karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

sebagai imbalan dari pemberi keIja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu peIjanjian keIja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen
yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atas beban
pengeluaran DPA-SKPD.

9. Surat Perintah 3
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9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2Dadalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD)
selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)berdasarkan SPM.

BABII
PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA

Pasal2

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada :
a. PNS;
b. Penerima Pensiun;
c. Penerima Gaji Terusan PNSyang meninggal dunia;
d. Calon PNS.

Pasal3

PNSsebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a meliputi PNSdalamjabatan:
a. administrator;
b. pengawas;
c. fungsional ahli madya;
d. fungsional ahli rnuda;
e. fungsional ahli pertama;
f. fungsional penyelia;
g. fungsional mahir;
h. fungsional terampil;
i. fungsional pemula; dan
j. pelaksana.

Pasal4

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada :
a. PNSdalam jabatan pimpinan tinggi;
b. PNSdalam jabatan fungsional ahli utama;
c. PNSyang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
d. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun

diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal5

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan
Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan
Hari Raya.

Pasal 6

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 5 ayat (1) diberlkan
bagi :
a. PNS paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan
tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

b. Penerima 4
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b. Penerima Pensiun paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan
keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

c. Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal
dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum
bulan Hari Raya;

d. Calon PNSpaling banyak meliputi 80 % (delapan puluh persen) dari gaji
pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan
umum;

(2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok,
tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak
dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan
pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.

BABIII
PEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYA

Pasal8

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal
Hari Raya.

Pasal9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dibebankan pada DPAsatuan kerja berkenaan.

Pasal10

(1) Pejabat Penanda tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya
kepada BKAD.

(2) SPMTunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SPM
THRGaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan atau tunjangan umum.

Pasalll 5
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Pasa111

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),SPM
dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABIV
PENDANAAN

Pasa112

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Be1anjaDaerah Kabupaten Maja1engkaTahun Anggaran 2020.

BAB V
PENGENDALIANINTERNAL

Pasa113

Pengendalian intema1 terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasa114

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Maja1engka Nomor 24 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maja1engka (Berita
Daerah Kabupaten Maja1engkaTahun 2019 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasa115

Peraturan ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya da1amBerita Daerah Kabupaten Maja1engka.

Ditetapkan di Maja1engka
pada tangga1 15 Mei 2020

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI
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Diundangkan eli Majalengka
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

EMANSUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 59
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003
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